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1. Ruang lingkup

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum merupakan tim didalam organisasi pemerintahan yang bergerak dalam bidang Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memuat prinsip dan persyaratan kompetensi, konsistensi dan ketidakberpihakan audit dan Akreditasi. Penetapan standar Tim Akreditasi ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Akreditasi dalam memenuhi persyaratan Mutu Akreditasi.
Ruang lingkup dari sistem manajemen Akreditasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mencakup :

· Penerimaan permohonan Akreditasi sistem manajemen
· Perencanaan Audit dan Akreditasi 
· Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen

· Pelaksanaan Audit 

· Laporan Audit

· Penerbitan Sertifikat

· Pengawasan (Surveilan)
· Pembaruan Sertifikat (Renewal)

2. Acuan Standar

Dalam pembuatan serta penerapan manual mutu ini digunakan beberapa dokumen sebagai panduan :
· ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
· ISO 19011:2012 Panduan Audit
· ISO 17021:2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit
3. Istilah dan Definisi 

Untuk tujuan dokumen ini, istilah dan Definisi yang diberikan berikut berlaku.
3.1 Ketidakberpihakan
Objektivitas yang aktual dan dipersepsikan

Catatan 1  : Objektivitas berarti tidak ada atau dapat teratasinya konflik kepentingan yang membawa pengaruh buruk terhadap kegiatan Tim Akreditasi.

Catatan 2 : Istilah lain yang bermakna dalam penyampaian unsur ketidakberpihakan adalah : objektivitas, kemandirian, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari bias, tidak ada prasangka, kenetralan, keterbukaan, berpikiran terbuka, tidak berat sebelah, tidak terpengaruh, keseimbangan.
3.2 Asistensi Sistem Manajemen
Partipisipasi dalam perancangan, penerapan atau pemeliharaan suatu sistem manajemen.
Catatan : penyusunan pelatihan atau keikutsertaan sebagai pelatih dalam pelatihan audit atau sistem manajemen tidak dianggap konsultasi, sepanjang kursus tersebut berkaitan dengan sistem manajemen atau audit yang memberikan informasi 
3.3 Audit Akreditasi 
Adalah audit yang dilaksanakan oleh Tim penyelenggara audit yang independen terhadap klien dan pengguna untuk tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu.
Audit adalah Proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

Catatan 1 : Dalam definisi berikut, istilah ”Audit” digunakan untuk penyederhanaan yang mengacu pada audit Akreditasi
Catatan 2 : audit Akreditasi mencakup audit awal, audit surveilen, audit Akreditasi ulang dan dapat juga mencakup audit khusus. 
Catatan 3 : audit Akreditasi secara khusus dilaksanakan oleh tim audit dari Tim yang menyelenggarakan Akreditasi kesesuaian terhadap persyaratan standart terhadap sistem manajemen.   
Catatan 4 : audit bersama adalah bila dua atau lebih organisasi audit bekerjasama dalam mengaudit klien tunggal
Catatan 5 : audit gabungan adalah bila diaudit terhadap dua atau lebih persyaratan  standart sistem manajemen secara bersamaan.

Catatan 6 : audit integrasi adalah bila klien mengintegrasikan penerapan dua atau lebih persyaratan sistem manajemen menjadi sistem manajemen tunggal dan di audit lebih dari satu standart.

3.4 Klien
Organisasi yang sistem manajemenya di audit untuk maksud kegiatan Akreditasi.
3.5 Assessor 
Orang yang melakukan assessment
3.6 Kompetensi 
Kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3.7 Pemandu 
Orang yang ditunjuk oleh klien untuk membantu tim audit.
3.8    Pengamat 
Orang yang menyertai tim audit tetapi tidak melakukan audit.
3.9 Area teknis 
Area yang memiliki kesamaan proses yang relevan dengan jenis sistem manajemen yang spesifik. 
4. Prinsip
4.1  Umum

4.1.1     Prinsip ini merupakan dasar kinerja spesifik dan persyaratan deskriptif standar ini. Standar ini tidak memberikan persyaratan spesifik untuk seluruh situasi yang mungkin terjadi. Prinsip ini sebaiknya diterapkan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan yang mungkin diperlukan pada situasi yang tidak diantisipasi. Prinsip bukan merupakan persyaratan.
4.1.2     Tujuan Akreditasi adalah memberikan keyakinan pada semua pihak bahwa suatu sistem manajemen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nilai dari Akreditasi adalah tingkat keyakinan publik dan kepercayaan yang dihasilkan dari Assessor yang kompeten dan tidak berpihak (netral). Pihak yang memiliki kepentingan dalam Akreditasi mencakup, namun tidak terbatas pada :

a) Pelanggan Tim Akreditasi;
b) Pelanggan organisasi yang sistem manajemennya telah diakreditasi;

c) Tim pemerintah yang berwenang;

d) Organisasi non-pemerintah

4.1.3  Prinsip yang menumbuhkan keyakinan mencakup

· Ketidakberpihakan

· Kompetensi

· Tanggung jawab

· Keterbukaan

· Kerahasiaan

· Cepat tanggap terhadap keluhan.

4.2 Ketidakberpihakan 

4.2.1 Tidak berpihak diperlukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk menghasilkan Akreditasi yang memberikan kepercayaan.
4.2.2 Keputusan yang diambil oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum didasarkan pada bukti objektif dari kesesuaian (atau ketidaksesuaian) yang diperoleh, dan keputusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain.
4.2.3 Ancaman ketidakberpihakan mencakup hal berikut ini :
a) Ancaman Swa Kepentingan (self-interest threats) : 
Ancaman yang timbul dari seseorang atau Tim yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan yang terkait dengan Akreditasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swa kepentingan terhadap keuangan. 
b) Ancaman swa kajian (self review threats) : 
Ancaman yang timbul dari seseorang atau Tim yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri. Audit system pelanggan oleh seseorang dari Tim Akreditasi yang telah memberikan konsultasi system manajemen menjadi ancaman dalam swa kajian.
c) Ancaman karena keakraban (familiarity (or trust) threats) :
Ancaman yang timbul dari seseorang atau Tim yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personel tertentu dibanding pencarian bukti.

d) Ancaman intimidasi (intimidation threats) :
Ancaman yang dirasakan oleh seseorang atau Tim yang merasa dipaksa secara terbuka atau rahasia, seperti ancaman akan diganti atau dilaporkan kepada penyelia.
4.3 Kompetensi

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum telah didukung oleh personel yang kompeten dan sistem manajemen untuk menghasilkan Akreditasi yang memberikan keyakinan. Penjaminan kompetensi personel dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan kompetensi serta evaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di SNI 19-19011-2005 (7.5 dan 7.6).
4.4 Tanggung jawab

4.4.1 Tanggung jawab organisasi pelanggan
Organisasi pelanggan bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan Akreditasi.
4.4.2 Tanggung jawab Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum bertanggung jawab untuk mengaudit bukti objektif yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan Akreditasi. Dalam pengambilan keputusan Akreditasi berdasarkan bukti objektif dan bukti kesesuaian yang memadai.

4.5 Keterbukaan

4.5.1 Proses audit dan proses Akreditasi dalam akses publik
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menyediakan akses kepada publik atau pemaparan informasi yang sesuai dan tepat waktu mengenai proses audit  dan proses Akreditasi, status Akreditasi suatu organisasi (pemberian, perluasan, pemeliharaan, pembaruan, pembekuan, atau pencabutan Akreditasi).
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
TAPM-PR-SOP-01-IK-01 
Instruksi Kerja Update Informasi Website

4.5.2 Kesimpulan audit spesifik dalam akses yang sesuai
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menyediakan akses yang sesuai atau memaparkan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai kesimpulan audit spesifik (misalkan, Audit untuk menanggapi keluhan) kepada pihak yang berkepentingan.
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
4.6 Kerahasiaan 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menjaga kerahasiaan seluruh informasi kepemilikan pelanggan yang diperlukan dalam mengaudit kesesuaian terhadap persyaratan Akreditasi secara memadai. 
4.7 Cepat tanggap terhadap keluhan

Keluhan klien terhadap pelayanan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum baik itu berupa kesalahan, kelalaian atau perilaku tidak wajar akan segera ditanggapi secara efektif, ditangani secara benar dan diselesaikan secara layak. 
TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan

5. Persyaratan Umum
5.1 Materi kontrak dan hukum
5.1.1 Tanggung jawab hukum
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum bekerja berdasarkan SK No. 86/DJU/SK/OT01.1/2/2016
PM-MR-01-F-02


Form Dokumen Tim Akreditasi
5.1.2 Tanggung jawab keputusan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum bertanggung jawab untuk dan mempertahankan kewenangannya atas keputusan yang berkaitan dengan Akreditasi mencakup pemberian, pemeliharaan, pembaruan, pembekuan dan pencabutan Akreditasi.
TAPM-QA-SOP-01

SOP Pembekuan dan Pencabutan Akreditasi
TAPM-TC-SOP-01

SOP Akreditasi 

TAPM-TC-SOP-01-F-09

Form Tinjauan Pelaksanaan Audit
5.2 Manajemen Ketidakberpihakan

5.2.1 Tindakan yang dilakukan terhadap ancaman ketidakberpihakan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum tidak dapat memberikan Akreditasi jika terjadi suatu hubungan yang menimbulkan ancaman ketidakberpihakan.

TAPM-DP-10.Rev.00


Analisa Conflict Of Interest (COI)

TAPM-DP-KE-03.Rev.00

Kode Etik Perusahaan


5.2.2 Peraturan Keterlibatan Personel dalam Kegiatan Audit
Untuk menjamin tidak ada konflik kepentingan, personel yang telah memberikan atau terlibat dalam kegiatan Asistensi ataupun masa jabatan dalam dua tahun berakhirnya Asistensi ataupun masa jabatan termasuk mereka yang bertindak dalam kapasitas manajerial tidak boleh berperan serta dalam audit atau kegiatan Akreditasi pada klien yang ditangani oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Pada saat pelaksanaan audit, Assessor juga harus menandatangani Kode Etik Tim Assessor yang disetujui oleh Auditee.
Kode Etik Tim Assessor
5.2.3 Ketidakberpihakan Personel Tim Akreditasi
Seluruh Personel Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum yang dapat mempengaruhi kegiatan Akreditasi disyaratkan untuk bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberi tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mempengaruhi ketidakberpihakan.
TAPM-DP-KE-03-Rev.00
KODE ETIK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu 
Peradilan Umum
TAPM-DP-08.Rev.00

Aturan dan Tata Tertib KPK

TAPM-DP-09.Rev.00

Aturan dan Tata Tertib KE

TAPM-DP-13.Rev.00

Aturan dan Tata Tertib KEKS
5.2.4 Informasi dan Identifikasi Konflik Kepentingan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mensyaratkan personel untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum atau personelnya. Dan tidak akan menggunakan personel tersebut, kecuali terbukti tidak terdapat konflik kepentingan.

Informasi yang didapat akan dijadikan sebagai masukan pada tinjauan manajemen untuk mengidentifikasi dan cara untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman ketidakberpihakan.

TAPM-DP-10-Rev.00

 Analisa COI

TAPM-DP-KE-03-Rev.00
Kode Etik Tim Akreditasi Penjaminan Mutu 





Peradilan Umum
Kode Etik Tim Assessor
5.3 Proses Bisnis Akreditasi
5.4.1 Permohonan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum berhak menentukan keberterimaan permohonanan Akreditasi dari klien dan merekam dari setiap sebab penolakan permohonan dan jelas untuk klien
TAPM-BP-SOP-01

SOP Commercial Business
5.4.2 Akreditasi ulang

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memastikan keputusan klien untuk memperpanjang Akreditasi sebelum masa berakhirnya Akreditasi. Proposal dan kontrak dapat terbuka (tanpa menentukan masa), tetapi Akreditasi hanya memiliki tidak lebih dari tiga tahun (kecuali ditentukan lain dalam prosedur Akreditasi)
TAPM-BP-SOP-01

SOP Commercial Business
TAPM-TC-SOP-01 

SOP Audit Akreditasi
6. Persyaratan Struktural

6.1 Struktur Organisasi dan Manajemen Puncak

6.1.1 Struktur Organisasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mendokumentasikan dan menetapkan struktur organisasi serta tugas, tanggung jawab dan juga wewenang manajemen dan personel Akreditasi. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum merupakan bagian dari suatu badan hukum, struktur mencakup jalur kewenangan dan hubungan dengan bagian lainnya dalam badan hukum yang sama.
Berikut adalah Organisasi chart lengkap dengan tugas dan wewenang.
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Gambar.1 Struktur Organisasi
6.1.2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengidentifikasi manajemen puncak (dewan, kelompok, personel, atau personel) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyeluruh, berikut adalah wewenang dan tanggung jawab untuk setiap personel:
6 Pembina
7 Penanggungjawab
8 Ketua Tim Akreditasi
9 Quality Management Representative
Management Representative bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam:

· Melakukan dan memastikan penerapan Prosedur Tinjauan Manajemen;

· Membuat perencanaan Tinjauan Manajemen.

10 Internal Auditor
· MR memastikan dan mengelola Proses Audit Mutu Internal (AMI), dapat berjalan sesuai yang dipersyaratkan Prosedur ini dan menunjuk Lead Auditor dan Auditor dengan Surat Penunjukan Auditor untuk melaksanaan AMI sesuai Jadwal AMI Tahunan. Selanjutnya Lead Auditor dan Auditor menyusun pemberitahuan AMI yang mencakup jadwal detail AMI (Tanggal & Jam Audit, Fungsi / Proses di Audit, termasuk Auditor yang ditugaskan) dalam FORM PEMBERITAHUAN AMI dan diketahui MR. Auditor mempersiapkan FORM CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT sesuai dengan fungsi yang akan di Audit;
· Koordinator AMI menjamin bahwa proses Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan Prosedur ini;
· Penanggung Jawab Divisi / Bagian menjamin bahwa para Personel bertanggung jawab atas Obyek Audit berada ditempat saat Audit dilaksanakan sesuai dengan aktivitasnya, yang terdapat di bagiannya;
11 Document Control
· DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen (Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;
· MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya;
· MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali;
· Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya;
· Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya;
12 Koordinator Teknikal
· Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu bertanggungjawab dalam memonitoring proses akreditasi penjaminan mutu dan menganalisa kebutuhan sumber daya terkait proses tersebut.
· Koordinator Teknikal bertanggungjawab dalam membuat program audit satu siklus dan mereview laporan hasil pelaksanaan audit untuk kemudian dilakukan keputusan akreditasi.
· Operation bertanggungjawab menerima dan menganalisa surat permohonan akreditasi dan menentukan tanggal pelaksanaan audit.
13 Koordinator Operation
· Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu memastikan implementasi SOP berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
· Koordinator Teknikal bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi awal  serta monitoring kinerja assessor/assistensi.
· Koordinator Teknikal bertanggung jawab dalam melakukan tinjauan pelaksanaan hasil audit.
· Operation bertanggung jawab mengumpulkan data VOC (Voice Of Customer) yang dikirimkan oleh pelanggan.
· Operation bertanggung jawab mengumpulkan Log Book Assessor/assistensi setiap tiga bulan sekali.
· Quality Management Representative bertanggung jawab dalam proses evaluasi lanjutan assessor/assistensi berdasarkan umpan balik pelanggan (Voice Of Customer). 
14 Assessor dan Asistensi
6.2 Komite Keputusan Akreditasi
· Tugas Komite Keputusan Akreditasi
 Tugas Komite keputusan Akreditasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum, meliputi :

1. Membantu Koordinator Teknikal dalam pengambil keputusan Akreditasi apabila tidak sesuai dengan kompetensi;

2. Membantu peninjauan laporan audit apabila Koordinator Teknikal terlibat langsung dalam proses audit di klien;

3. Memutuskan pencabutan Akreditasi klien.
· Struktur Komite Keputusan Akreditasi
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Gambar.3 Struktur Komite Keputusan 

Komite Keputusan Akreditasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mewakili beberapa kepentingan yang mencakup, yaitu : 
· Unsur Tenaga Ahli Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
· Koordinator Teknikal
· para Assessor
· Personel Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum yang sesuai dengan justifikasi kompetensi
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SK Komite Keputusan Akreditasi
7. Persyaratan Sumberdaya

7.1 Kompetensi Manajemen dan Personel

7.1.1 Pertimbangan umum
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menjamin dan  menetapkan kompetensi untuk semua fungsi yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi agar memberikan performa terbaik dalam pelayanan. Proses yang dilakukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dalam menentukan profesionalitas setiap fungsi dalam kegiatan Akreditasi dimulai dari proses perekrutan berdasarkan syarat yang dibutuhkan, peningkatan kompetensi melalui proses pelatihan yang dibutuhkan secara rutin, dan evaluasi kinerja proses untuk semua personel yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi.
Untuk memastikan performa setiap personel dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengadakan sebuah simulasi untuk setiap fungsi yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi.
TAPM-HR-SOP-03
SOP Kompetensi , Pelatihan dan Evaluasi Karyawan
Analisa Jabatan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
7.1.2 Penentuan kriteria kompetensi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki proses terdokumentasi untuk menentukan kriteria kompetensi personel yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan audit dan Akreditasi. Kriteria kompetensi ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan setiap jenis standar system manajemen atau spesifikasi, untuk setiap area teknik, dan untuk setiap fungsi dalam proses Akreditasi. Keluaran proses berupa kriteria pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan secara efektif tugas audit dan tugas Akreditasi serta kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil yang diinginkan dan harus didokumentasikan.

TAPM-TC-SOP-02

 SOP    Penunjukkan tim audit
TAPM-HR-SOP-03
SOP Kompetensi , Pelatihan dan Evaluasi Karyawan
TAPM-DP-15
Tabel Klasifikasi Justifikasi Assessor
7.1.3 Evaluasi kompetensi awal dan pemantauan berkelanjutan 
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki proses yang terdokumentasi untuk evaluasi kompetensi awal dan pemantauan berkelanjutan terhadap kompetensi dan kinerja seluruh personel yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan audit dan Akreditasi yang menerapkan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Dan memperagakan bahwa metode evaluasinya efektif. Keluaran proses ini mengidentifikasi personel yang memperagakan tingkat kompetensi yang disyaratkan untuk fungsi yang berbeda dari audit dan proses Akreditasi. Metode evaluasi dan pemantauan berkelanjutan untuk personel yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan audit dan Akreditasi berupa monitoring Assessor, tinjauan pada saat pelaksanaan audit (pengamatan langsung) dan umpan balik dari Klien berupa VOC (Voice of Customer).
TAPM-TC-SOP-03
 SOP Evaluasi Awal dan Monitoring Assessor
7.1.4 Pertimbangan lain
7.1.4.1 Fungsi personel manajemen dan administrasi

Dalam penentuan persyaratan kompetensi untuk personel yang melakukan Akreditasi, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menunjukkan fungsi yang dilakukan oleh personel manajemen dan administrasi selain mereka yang secara langsung melaksanakan kegiatan audit dan Akreditasi.
7.1.4.2 Akses tenaga ahli
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki akses kepada tenaga ahli teknis yang diperlukan untuk dapat memberikan saran mengenai hal yang terkait dengan Akreditasi dalam bidang teknis, tipe sistem manajemen dan wilayah geografi.
TAPM-HR-SOP-02

SOP Penggunaan Pihak Eksternal
7.2 Personel yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi
7.2.1 Personel berkompeten
Sebagai bagian dari organisasi, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki personel yang kompetensi yang cukup dalam mengelola tipe dan lingkup program audit serta pekerjaan Akreditasi lainnya yang dilakukan.
TAPM-HR-SOP-03
SOP Kompetensi, Pelatihan, dan Evaluasi Karyawan
TAPM-TC-SOP-02
SOP Penunjukan Tim Audit

7.2.2 Jumlah personel tim audit 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki akses dan mempekerjakan Assessor dalam jumlah yang cukup termasuk ketua tim audit dan tenaga ahli teknis untuk menangani seluruh kegiatan dan volume pekerjaan audit yang dilakukan.
TAPM-TC-SOP-02
SOP Penunjukkan tim audit
7.2.3 Kewajiban, wewenang dan tanggung jawab
Penetapan secara jelas mengenai kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk semua personel yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi terdapat dalam dokumen rincian pekerjaan (Job description).
7.2.4 Seleksi, pelatihan, wewenang Assessor dan seleksi tenaga ahli
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum merencanakan, melaksanakan dan merekam proses evaluasi Assessor untuk memberikan hasil yang objektif, konsisten, netral dan dapat dipercaya. Berikut evaluasi Assessor yang dilakukan :
· Evaluasi kompetensi awal seorang Assessor, mencakup peragaan atribut personel yang dapat digunakan, dan kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan selama audit.
· Evaluasi Assessor sebagai bagian dari proses seleksi tim audit, pertimbangan dalam menetapkan ukuran dan komposisi tim audit :
1. Tujuan, ruang lingkup, kriteria dan perkiraan waktu audit.

2. Tipe audit (audit kombinasi atau audit gabungan)

3. Kompetensi tim audit secara keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
4. Peraturan perundang-undangan, persyaratan kontrak dan persyaratan akreditasi/Akreditasi yang berlaku.

5. Kebutuhan untuk menjamin keindependenan tim audit dari kegiatan yang diaudit dan untuk menghindari konflik kepentingan.

6. Kemampuan anggota tim audit untuk berinteraksi secara efektif dengan auditi dan untuk bekerjasama dalam tim.

7. Bahasa yang digunakan dalam dalam audit, dan pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya tertentu dari auditi.

· Evaluasi berkesinambungan terhadap kinerja Assessor untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

Proses seleksi tenaga ahli berdasarkan bidang teknis, tipe sistem manajemen dan wilayah geografi Akreditasi.
TAPM-HR-SOP-03
SOP Kompetensi, Pelatihan, dan Evaluasi Karyawan
TAPM-TC-SOP-03
SOP Evaluasi Awal & Monitoring Assessor
TAPM-HR-SOP-02
SOP Penggunaan Pihak Eksternal
7.2.5 Persyaratan terdokumentasi Akreditasi
Proses untuk mencapai dan memperagakan audit secara efektif, termasuk penggunaan Assessor dan ketua tim audit yang memiliki keterampilan dan pengetahuan audit umum dan ketrampilan serta pengetahuan yang tepat untuk mengaudit bidang teknis yang spesifik.

TAPM-TC-SOP-01 

SOP Audit Akreditasi.

TAPM-TC-SOP-02 

SOP Penunjukkan tim audit.
7.2.6 Akses instruksi audit dan informasi Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menjamin Assessor (dan jika perlu tenaga ahli teknis) memiliki pengetahuan mengenai proses audit, persyaratan Akreditasi dan persyaratan lainnya yang relevan melalui akses kepada Assessor  dan tenaga ahli teknis terhadap seperangkat prosedur terdokumentasi mutakhir yang mencakup seluruh informasi yang relevan dengan kegiatan Akreditasi.
TAPM-TC-SOP-01
SOP Audit Akreditasi.

TAPM-HR-SOP-03
SOP Kompetensi, Pelatihan dan Evaluasi Karyawan
7.2.7 Penggunaan Assessor dan tenaga ahli teknis 
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menggunakan Assessor dan tenaga ahli teknis yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan bidang kegiatan Akreditasi. Penjelasan mengenai penggunaan Assessor secara spesifik dijelaskan pada butir 9.1.3.

TAPM-HR-SOP-02
SOP Penggunaan Pihak Eksternal
7.2.8 Identifikasi kebutuhan pelatihan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyediakan akses pada pelatihan spesifik untuk menjamin semua personel yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi kompeten dalam fungsinya.

TAPM-HR-SOP-03
SOP Kompetensi, Pelatihan dan Evaluasi Karyawan
7.2.9 Pengambil keputusan Akreditasi
Kelompok atau individu pengambil keputusan pemberian, pemeliharaan, pembaruan, pembekuan, dan pencabutan Akreditasi telah memahami standar dan persyaratan Akreditasi yang berlaku dan telah memperagakan kompetensinya untuk mengevaluasi proses audit dan rekomendasi terkait dari tim audit.
TAPM-TC-SOP-01

SOP Audit Akreditasi.
Surat Keputusan Akreditasi
7.2.10 Pemantauan kinerja seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan Akreditasi
Pemantauan dan pengukuran kinerja seluruh personel Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum yang terlibat dalam kegiatan audit dan Akreditasi dilakukan menggunakan SOP Monitoring kinerja personel. Pemantauan ini berdasarkan frekuensi penugasan, tingkat resiko dan analisa kebutuhan training yang terkait dengan kegiatan personel dan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan personel.
TAPM-TC-SOP-03
SOP Evaluasi Awal dan Monitoring Assessor
7.2.11 Monitoring Assessor
Pemantauan dan pengukuran kinerja Assessor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Pemantauan ini mencakup kombinasi observasi lapangan, tinjauan laporan audit, dan umpan balik pelanggan atau pasar dan bertujuan untuk meminimalkan gangguan proses Akreditasi, terutama dari sudut pandang pelanggan.
TAPM-TC-SOP-03
SOP Evaluasi Awal dan Monitoring Assessor
7.2.12 Pemantauan secara periodik                                      
Kinerja dari setiap Assessor terus dipantau secara periodik dan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dari seluruh informasi pemantauan yang tersedia untuk memastikan kepuasan pelanggan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.

TAPM-TC-SOP-03                      SOP Evaluasi Awal dan Monitoring Assessor

7.3 Penggunaan Assessor Eksternal dan Tenaga Ahli Teknis Eksternal dan Individual 

Untuk menjaga komitmen Assessor dan tenaga ahli eksternal individual dalam mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, maka Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mensyaratkan Assessor dan tenaga ahli eksternal individual yang digunakan untuk membuat perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut mencakup aspek  yang berkaitan dengan aspek kerahasiaan, bebas dari kepentingan komersial, dan tekanan lainnya, serta memberitahukan hubungan Assessor dan tenaga ahli eksternal dengan organisasi yang akan diaudit.
TAPM-HR-SOP-02


SOP Penggunaan Pihak Eksternal
Kesepakatan Kerja Tenaga Assessor Eksternal
7.4 Rekaman Personel

Rekaman  semua personel baik itu personel manajemen, administratif dan yang melakukan kegiatan Akreditasi akan dipelihara secara mutakhir mencakup kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi, status profesional, kompetensi dan setiap konsultansi yang telah diberikan. Rekaman personel termasuk rekaman untuk personel manajemen dan personel administratif, dan personel yang melakukan kegiatan Akreditasi.  
Rekaman Personel Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
8. Persyaratan informasi
8.1 Informasi yang dapat di akses publik

8.1.1 Akses publik 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki dan memelihara akses publik terhadap informasi yang menjelaskan proses audit, proses Akreditasi untuk pemberian, pemeliharaan, pembaruan, pembekuan atau pencabutan Akreditasi, dan kegiatan Akreditasi, tipe sistem manajemen dan wilayah geografi berdasarkan permintaan.
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
8.1.2 Informasi yang akurat

Informasi akurat dan tidak menyesatkan disediakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum kepada setiap pelanggan atau pasar termasuk iklan.

TAPM-PR-SOP-01-IK-01 
Instruksi Kerja Update Informasi
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
8.1.3 Informasi status Akreditasi
Informasi mengenai pemberian, pembekuan, dan pencabutan Akreditasi yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dapat diakses oleh publik.

TAPM-PR-SOP-01-IK-01 
Instruksi Kerja Update Informasi
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
8.1.4 Cara konfirmasi keabsahan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberikan kata kunci (password) kepada klien untuk dapat mengakses keabsahan dari Akreditasi yang diberikan. Kata kunci (password) ini merupakan salah satu upaya Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan klien.
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
8.2 Dokumen Akreditasi
8.2.1 Cara memberikan dokumen Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberikan pilihan kepada klien untuk menentukan cara memberikan dokumen Akreditasi.
TAPM-QA-SOP-03
SOP Komunikasi Pelanggan
8.2.2 Tanggal efektif dokumen Akreditasi
Tanggal pada dokumen Akreditasi ditetapkan sesuai atau setelah tanggal keputusan Akreditasi. 
Contoh Sertifikat Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
8.2.3 Dokumen Akreditasi 

Dokumen Akreditasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mencantumkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Nama dan lokasi geografi tiap pelanggan;
b. Tanggal pemberian atau pembaruan Akreditasi;

c. Batas waktu Akreditasi ulang sesuai dengan siklus Akreditasi ulang;

d. Kode identifikasi tertentu;

e. Standar dan/atau dokumen normatif lainnya, mencakup nomor penerbitan dan/atau revisi, yang digunakan untuk audit pelanggan terakreditasi;

f. Nama, alamat, dan tanda Akreditasi dari Tim Akreditasi, tanda lainnya (misal, simbol akreditasi) dapat digunakan dengan dengan syarat tidak menyesatkan atau membingungkan;

g. Setiap informasi lainnya yang disyaratkan standar dan/atau dokumen normatif lainnnya yang digunakan untuk penerbitan Akreditasi;

h. Dalam hal penerbitan dokumen Akreditasi yang direvisi, diperlukan cara untuk membedakan dokumen yang telah direvisi dengan dokumen yang tidak berlaku.
TAPM-DP-06.Rev.00
Ketentuan Format Lembar Sertifikat Akreditasi
8.3 Direktori Pelanggan terakreditasi
Direktori Akreditasi memuat nama, dokumen normatif yang sesuai, lingkup dan lokasi geografis untuk setiap klien Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Direktori Akreditasi ini dipelihara dan terus diperbarui informasinya di dalam akses publik.
8.4 Acuan Akreditasi dan Penggunaan Tanda
8.4.1 Kebijakan penggunaan tanda atau logo
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki suatu kebijakan yang mengatur tata cara penggunaan Tanda atau logo yang telah diberikan hak penggunaannya kepada pelanggan  yang telah diakreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Kebijakan tersebut berisi ketelusuran ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum, penyalahgunaan tanda atau teks pada produk dan kemasan produk, sumber informasi penyalahgunaan tanda atau teks yang menyertainya.
TAPM-DP-03-Rev.00

Ketentuan penggunaan logo 
8.4.2 Syarat kepada organisasi pelanggan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mensyaratkan kepada organisasi pelanggan untuk :

a. Memenuhi persyaratan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum pada saat membuat acuan status Akreditasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya.

b. Tidak membuat atau mengijinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan Akreditasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.
c. Tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen Akreditasi atau bagiannya dalam cara yang menyesatkan.
d. Menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan Akreditasi, sebagaimana ditentukan oleh Tim Akreditasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan Akreditasi.
e. Merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup Akreditasi dikurangi

f. Menggunakan acuan Akreditasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberikan Akreditasi produk (termasuk jasa) atau proses.
g. Akreditasi tidak berlaku untuk kegiatan diluar lingkup Akreditasi.

h. Tidak menggunakan Akreditasi yang dapat membawa Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dan/atau sistem Akreditasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

8.5 Kerahasiaan

8.5.1 Kebijakan dan pengaturan kerahasiaan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki kebijakan dan pengaturan, melalui perjanjian yang berkekuatan hukum, untuk mengamankan kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan Akreditasi. Kebijakan ini berlaku pada seluruh tingkatan struktur.
8.5.2 Informasi kerahasiaan pelanggan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menginformasikan kepada pelanggan mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi dianggap rahasia kecuali informasi yang disediakan pelanggan untuk publik.

8.5.3 Pemberian informasi rahasia kepada pihak ketiga
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan meminta persetujuan tertulis kepada pelanggan atau individu yang berkepentingan terlebih dahulu dalam pemberian atau pemaparan informasi kepada pihak ketiga jika secara hukum Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum diminta untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia.

8.5.4 Perlakuan rahasia setiap informasi klien dari sumber lain 

Setiap informasi mengenai klien  dari sumber selain klien (misalnya Keluhan, regulasi) akan diperlakukan secara rahasia dan selaras sesuai kebijakan yang berlaku di Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.
8.5.5 Pihak yang harus menjaga kerahasiaan informasi
Personel yang bertindak atas nama Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum, harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan Akreditasi.

TAPM-DP-KE-04-Rev.00 
 Kode Etik Assessor
Kesepakatan Auditee dan Assessor
8.5.6 Fasilitas yang menjamin keamanan informasi rahasia

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menyediakan dan menggunakan perlengkapan serta fasilitas yang menjamin keamanan penanganan informasi yang bersifat rahasia (misalnya  Dokumen, rekaman).
TAPM-QA-SOP-04 
SOP Administrasi QA
8.6 Pertukaran informasi antara Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dan pelanggannya 

8.6.1 Informasi kegiatan dan persyaratan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menyampaikan kepada pelanggannya hal berikut yang mutakhir :
a. Deskripsi rinci mengenai kegiatan Akreditasi awal dan kelanjutannya, termasuk permohonan, audit awal, audit Surveilan dan proses untuk pemberian, pemeliharaan, pembekuan, pencabutan Akreditasi dan Akreditasi ulang.

b. Persyaratan normatif untuk Akreditasi.

c. Informasi mengenai permohonan, Akreditasi awal dan kelanjutannya.

d. Persyaratan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk calon pelanggan.

1. Untuk memenuhi persyaraan Akreditasi.

2. Membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan audit, termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses dan bidang, rekaman dan personel untuk tujuan Akreditasi awal, Surveilan, Akreditasi ulang dan penyelesaian keluhan.
3. Membuat ketentuan untuk mengakomodasi kehadiran pengamat (Mis. Assessor akreditasi atau calon Assessor)
e. Dokumen yang menjelaskan hak dan kewajiban pelanggan yang diakreditasi, termasuk persyaratan, untuk membuat acuan Akreditasi guna keperluan komunikasi yang selaras dengan persyaratan pada butir 8.4.
f. Informasi tentang prosedur penanganan keluhan.


TAPM-TC-SOP-01


SOP Audit Akreditasi

TAPM-QA-SOP-03


SOP Komunikasi Pelanggan
8.6.2 Pemberitahuan perubahan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberikan informasi kepada pelanggan yang diakreditasi setiap perubahan persyaratan Akreditasi. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memverifikasi bahwa setiap pelanggan yang diAkreditasi memenuhi persyaratan baru tersebut.
TAPM-QA-SOP-03


SOP Komunikasi Pelanggan
8.6.3 Pemberitahuan perubahan oleh pelanggan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki pengaturan yang berkekuatan hukum untuk menjamin bahwa pelanggan yang diakreditasi menginformasikan kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar Akreditasi yang digunakan. Misal, perubahan yang berkaitan dengan:
a. Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan.

b. Organisasi dan manajemen.

c. Alamat penghubung dan lokasi.

d. Lingkup operasi sistem manajemen yang diAkreditasi
e. Perubahan utama pada sistem manajemen dan proses.

TAPM-QA-SOP-03


SOP Komunikasi Pelanggan

9. Persyaratan proses
9.1 Persyaratan umum

9.1.1 Program audit 
9.1.1.1 Pengembangan Program Audit

Program audit untuk siklus Akreditasi perlu dikembangkan untuk mengidentifikasi dengan jelas kegiatan audit yang dibutuhkan untuk mempertunjukkan bahwa system manajemen klien memenuhi persyaratan Akreditasi standar atau dokumen normative lainnya yang dipilih.
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9.1.1.2 Program Audit

Program audit yang dilaksanakan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mencakup dua tahap audit awal, audit Surveilan pada tahun pertama dan kedua, dan audit Akreditasi ulang di tahun ketiga sebelum berakhirnya Akreditasi. Siklus Akreditasi tiga tahunan dihitung sejak keputusan Akreditasi atau Akreditasi ulang. Penentuan program audit dan penyesuaiannya mempertimbangkan ukuran organisasi pelanggan, lingkup dan kompleksitas sistem manajemen, produk dan proses, serta tingkat efektivitas sistem manajemen yang ditunjukkan dan hasil audit sebelumnya. 
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9.1.1.3 Proses Akreditasi atau audit lainnya

Apabila Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mempertimbangkan Akreditasi atau audit lainnya telah diberikan kepada klien, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum harus mengumpulkan informasi yang cukup, dapat diverifikasi untuk menjustifikasi dan merekam setiap penyesuaian ke program audit.
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9.1.2 Rencana Audit 
9.1.2.1 Umum

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memastikan bahwa rencana audit ditetapkan untuk setiap audit yang diidentifikasi dalam program audit untuk menjadi dasar persetujuan tentang pelaksanaan dan penjadwalan kegiatan audit. Rencana audit didasarkan pada persyaratan terdokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.
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9.1.2.2 Penentuan sasaran, lingkup dan kriteria audit

9.1.2.2.1 Penentu sasaran, lingkup dan kriteria audit

Sasaran audit harus ditentukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Lingkup dan kriteria audit, termasuk perubahan apapun harus ditetapkan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum setelah konsultasi dengan klien.
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9.1.2.2.2 Cakupan sasaran audit
Sasaran audit menjelaskan apa yang harus dicapai dalam audit dan harus mencakup hal berikut:
a. Penentuan kesesuaian system manajemen klien, atau bagian dari hal tersebut dengan kriteria audit.

b. Evaluasi kemampuan system manajemen untuk memastikan organisasi klien memenuhi persyaratan perundang-undangan.

c. Evaluasi keefektifan system manajemen dalam pemenuhan sasaran yang ditetapkan secara berkesinambungan.

d. Bila dapat diterapkan, identifikasi area yang potensial untuk peningkatan system manajemen.
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9.1.2.2.3 Lingkup audit

Lingkup audit menjelaskan lingkup dan batasan audit seperti lokasi fisik, unit organisasi, kegiatan dan proses yang diaudit. Bila proses Akreditasi awal atau Akreditasi ulang terdiri dari lebih dari satu audit (missal meliputi lokasi yang berbeda), lingkup satu audit individual mungkin tidak dapat melingkupi seluruh ruang lingkup Akreditasi secara penuh, tetapi totalitas audit harus konsisten dengan ruang lingkup dokumen Akreditasi.

9.1.2.2.4 Kriteria Audit

Kriteria audit digunakan sebagai acuan terhadap kesesuaian yang ditetapkan, dan mencakup :

a. Persyaratan dokumen normative yang ditetapkan tentang system manajemen.

b. Proses dan dokumentasi system manajemen yang ditetapkan yang dikembangkan oleh klien.
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9.1.2.3  Persiapan rencana audit

Rencana audit harus sesuai dengan sasaran dan lingkup audit. Rencana audit sekurang-kurangnya harus mencakup atau mengacu pada hal berikut :

a. Sasaran audit.

b. Kriteria audit.

c. Lingkup audit, termasuk identifikasi unit organisasi dan fungsional atau proses yang diaudit.

d. Tanggal dan lokasi kegiatan audit lapangan dilaksanakan termasuk kunjungan lokasi sementara bila sesuai.

e. Waktu yang diharapkan dan durasi kegiatan audit.

f. Peran dan tanggung jawab anggota tim audit serta personel yang menyertai.
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9.1.3 Pemilihan dan Penugasan tim audit
9.1.3.1 Proses seleksi tim audit

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki proses pemilihan dan penunjukkan tim audit, termasuk pemimpin tim audit, dengan mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran audit. Bila hanya ada satu Assessor, Assessor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas menjadi ketua / anggota tim audit yang sesuai untuk audit tersebut.
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9.1.3.2 Ukuran dan komposisi tim audit

Dalam memutuskan ukuran dan komposisi tim audit, pertimbangan diberikan untuk hal berikut:
a. Sasaran, lingkup, kriteria audit dan waktu audit yang diperkirakan.

b. Jenis audit yaitu audit gabungan, audit integrasi, atau audit bersama.
c. Kompetensi keseluruhan tim audit yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit.

d. Persyaratan Akreditasi (termasuk persyaratan perundang-undangan atau kontrak apapun yang terkait)

e. Bahasa dan budaya.

f. Keterlibatan anggota tim audit dalam mengaudit system manajemen sebelumnya.
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9.1.3.3 Penggunaan tenaga ahli, penerjemah dan interpreter

Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk ketua tim audit dan Assessor dapat dilengkapi dengan tenaga ahli, penerjemah, interpreter yang harus bertugas dibawah arahan Assessor. Bila digunakan penterjemah atau interpreter, mereka harus dipilih agar tidak mempengaruhi audit.
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9.1.3.4 Calon Assessor
Calon Assessor dapat diikutsertakan dalam tim audit sebagai peserta, asalkan ada Assessor yang ditunjuk sebagai evaluator. Evaluator harus kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab akhir terhadap kegiatan dan temuan calon Assessor.
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9.1.3.5 Penugasan tim audit

Ketua tim audit, dalam konsultasi dengan tim audit, harus menugaskan kepada setiap anggota tim bertanggung jawab untuk audit proses spesifik, fungsi, lokasi, area atau kegiatan. 

Penugasan tersebut mempertimbangkan kebutuhan kompetensi dan penggunaan tim audit yang efektif dan efisien serta peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk Assessor, calon Assessor dan tenaga ahli. Perubahan terhadap pekerjaan dapat dibuat selama audit berlangsung untuk memastikan pencapaian sasaran audit.
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9.1.4 Penentuan waktu Audit

9.1.4.1 Prosedur penentuan waktu audit

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki dokumentasi prosedur penentuan waktu audit. Untuk setiap pelanggan, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menentukan waktu yang diperlukan untuki merencanakan dan menyelesaikan audit sistem manajemen pelanggan secara lengkap dan efektif. Waktu audit ditentukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dan jastifikasi penentuan waktu audit direkam.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mempertimbangkan beberapa aspek berikut dalam menentukan audit, antara lain :
a. Persyaratan standar sistem manajemen yang sesuai.

b. Ukuran dan kompleksitas.

c. Konteks teknologi dan peraturan perundang-undangan.

d. Setiap kegiatan yang disubkontrakkan termasuk dalam lingkup system manajemen.
e. Hasil audit sebelumnya.

f. Jumlah lokasi dan pertimbangan multilokasi.
g. Resiko terkait produk, proses atau kegiatan organisasi.
h. Bila auditnya adalah audit gabungan, bersama atau audit integrasi.
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9.1.4.2 Waktu audit di luar Assessor
Waktu yang digunakan oleh setiap anggota tim yang tidak ditugaskan sebagai Assessor (yaitu tenaga ahli, penterjemah, interpreter, pengamat dan calon Assessor) tidak boleh dimasukkan dalam waktu audit yang ditetapkan diatas.
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9.1.5 Komunikasi Tugas tim audit

Tugas tim audit  ditetapkan dan diinformasikan kepada organisasi pelanggan, syarat tugas tim audit antara lain :
a. Menguji dan memverifikasi struktur, kebijakan proses, prosedur, rekaman, dan dokumen terkait dari organisasi pelanggan sesuai dengan sistem manajemen.

b. Menentukan bahwa hal di point (a) memenuhi seluruh persyaratan yang sesuai dengan lingkup Akreditasi yang dimaksudkan.

c. Menentukan bahwa prosedur ditetapkan, diterapkan dan dipelihara secara efektif sehingga memberi kepercayaan dalam sistem manajemen pelanggan.

d. Mengkomunikasikan kepada pelanggan atas setiap tindakannya yang tidak konsisten antara kebijakan, sasaran dan target pelanggan (sesuai dengan harapan standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya) dengan hasil yang dicapai.
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9.1.6 Komunikasi mengenai anggota tim audit
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengkonfirmasikan nama setiap anggota tim audit kepada organisasi pelanggan, bila diminta menyediakan informasi latar belakang dari setiap anggota tim audit dengan waktu yang cukup bagi organisasi pelanggan untuk mengajukan keberatan dan bagi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk menyusun ulang anggota tim dalam rangka menanggapi keberatan yang sah.
TAPM-TC-SOP-01

SOP Audit Akreditasi
9.1.7 Komunikasi rencana audit
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengirimkan rencana kerja audit dan tanggal audit untuk disetujui oleh organisasi pelanggan.
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9.1.8 Pelaksanaan audit lapangan
9.1.8.1 Umum 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki proses untuk melaksanakan audit lapangan. Proses ini mencakup pertemuan pembukaan pada permulaan audit dan pertemuan penutupan pada kesimpulan audit.
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9.1.8.2 Pelaksanaan pertemuan pembukaan

Pada pertemuan pembukaan resmi, kehadiran peserta harus direkam, harus dilakukan dengan manajemen klien dan, bila sesuai, dengan mereka yang bertanggung jawab untuk fungsi atau proses yang diaudit. Tujuan pertemuan pembukaan, yang secara normal harus dilakukan oleh ketua tim audit, adalah untuk memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana kegiatan audit akan dilaksanakan, dan harus termasuk elemen berikut. (Tingkat rincian penjelasan harus konsisten dengan pemahaman klien tentang proses audit):

a. perkenalan peserta, termasuk garis besar peran mereka secara ringkas.
b. konfirmasi ruang, lingkup Akreditasi.
c. konfirmasi rencana audit,(termasuk tipe dan ruang lingkup audit, sasaran dan kriteria), setiap perubahan dan pengaturan relevan lainnya dengan klien seperti tanggal dan waktu pertemuan pembukaan, pertemuan interim antara tim audit dan manajemen klien.
d. konfirmasi saluran komunikasi resmi antara tim audit dan klien.
e. konfimasi bahwa sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit tersedia.
f. konfirmasi tentang kerahasiaan.
g. konfirmasi keselamatan kerja yang relevan, prosedur darurat dan keamanan untuk tim audit.
h. konfirmasi ketersediaan, peran dan identitas setiap pemandu dan pengamat.
i. metode pelaporan termasuk setiap pengelompokan temuan audit;
j. informasi tentang kondisi yang memungkinkan audit dapat dihentikan sebelum waktunya.
k. konfirmasi bahwa ketua tim audit dan tim audit mewakili Tim Akreditasi bertanggung jawab untuk audit dan harus dalam kendali dalam melaksanakan rencana audit termasuk kegiatan audit dan urutan audit.
l. konfirmasi status temuan dari tinjauan atau audit sebelumnya, bila ada.
m. metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan audit berdasarkan pengambilan contoh.
n. konfirmasi bahasa yang digunakan selama audit. 
o. konfirmasi bahwa selama audit, klien akan selalu diberi informasi tentang kemajuan audit dan hal apapun yang perlu perhatian. 
p. kesempatan bagi klien untuk mengajukan pertanyaan.
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9.1.8.3 Komunikasi selama audit

9.1.8.3.1 Komunikasi secara periodik

Selama audit, tim audit harus menilai secara periodik kemajuan audit, untuk bertukar informasi dan untuk menugaskan kembali pekerjaan bila diperlukan antara anggota tim audit. Ketua tim audit harus menata kembali pekerjaan yang diperlukan antara anggota tim audit dan secara periodik mengkomunikasikan kemajuan audit dan hal apapun yang perlu perhatian kepada klien
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9.1.8.3.2 Indikasi diluar rencana audit

Apabila bukti audit yang diperoleh mengindikasikan bahwa sasaran audit tidak tercapai atau mengarah ke resiko yang seketika dan signifikan (misal. keselamatan), ketua tim audit harus melaporkan hal ini kepada klien dan, bila memungkinkan, kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk menentukan tindakan yang sesuai. Tindakan tersebut dapat mencakup konfirmasi ulang atau modifikasi rencana audit, perubahan pada sasaran audit atau lingkup audit atau penghentian audit. Ketua tim audit harus melaporkan hasil dari tindakan yang diambil kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.

9.1.8.3.3 Tinjauan perubahan ruang lingkup audit
Ketua tim audit harus meninjau bersama klien terhadap setiap kebutuhan untuk perubahan ruang lingkup audit yang muncul pada saat sedang melakukan kegiatan audit lapangan dan melaporkan kemajuan kegiatan audit lapangan kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.
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9.1.8.4 Pengamat dan pemandu

9.1.8.4.1 Pengamat

Keberadaan dan justifikasi pengamat selama kegiatan audit harus disetujui oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dan klien sebelum pelaksanaan audit. Tim audit harus memastikan bahwa pengamat tidak mempengaruhi atau menginterfensi dalam proses audit atau hasil audit.
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9.1.8.4.2 Pemandu

Setiap Assessor harus disertai oleh pemandu kecuali ditentukan lain oleh ketua tim audit dan klien. Pemandu ditugaskan pada tim audit untuk memfasilitasi audit. Tim audit harus memastikan bahwa pemandu tidak mempengaruhi atau menginterfensi dalam proses audit atau hasil audit.
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9.1.8.5 Pengumpulan dan verifikasi informasi

9.1.8.5.1 Informasi yang relevan

Selama audit, informasi yang relevan dengan sasaran, lingkup dan kriteria audit (termasuk informasi terkait interface antara fungsi, kegiatan dan proses) harus dikumpulkan dengan pengambilan contoh yang tepat dan diverifikasi untuk dijadikan bukti audit.
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9.1.8.5.2 Metode mengumpulkan informasi

Metode untuk mengumpulkan informasi harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

a. Wawancara.

b. pengamatan proses dan kegiatan.

c. tinjauan dokumentasi dan rekaman.
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9.1.8.6 Mengidentifikasi dan merekam temuan audit

9.1.8.6.1 Temuan dan bukti audit

Temuan audit merangkum kesesuaian secara ringkas dan merinci ketidaksesuaian serta bukti audit pendukung harus direkam dan dilaporkan untuk memungkinkan pembuatan keputusan Akreditasi atau Akreditasi yang harus dipelihara
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9.1.8.6.2 Peluang untuk peningkatan

Peluang untuk peningkatan dapat diidentifikasi dan direkam kecuali jika dilarang oleh persyaratan skema Akreditasi sistem manajemen. Namun demikian, temuan audit  yang merupakan ketidaksesuaian berdasarkan klausul 9.1.15 (b) dan (c) tidak boleh direkam sebagai peluang untuk peningkatan.
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9.1.8.6.3 Temuan ketidaksesuaian
Temuan ketidaksesuaian harus direkam berdasarkan persyaratan spesifik kriteria audit, memuat pernyataan yang jelas tentang ketidaksesuaian dan mengidentifikasi secara rinci bukti objektif yang menjadi acuan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian harus didiskusikan dengan klien untuk memastikan bahwa bukti tersebut akurat dan bahwa ketidaksesuaian dipahami. Namun demikian, Assessor harus menahan diri dari keinginan memberi saran penyebab ketidaksesuaian atau solusinya.
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9.1.8.6.4 Perbedaan pendapat terkait temuan audit

Ketua tim audit harus mengusahakan untuk menyelesaikan setiap pendapat yang berbeda antara tim audit dan klien terkait dengan bukti atau temuan audit dan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan harus direkam.
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9.1.8.7 Persiapan kesimpulan audit

Menyiapkan kesimpulan audit Sebelum pertemuan penutupan, tim audit harus:

a. Meninjau temuan audit, dan setiap informasi lain yang sesuai yang dikumpulkan selama audit dibandingkan dengan sasaran audit.
b. Menyetujui kesimpulan audit, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dalam proses audit.
c. Mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan.
d. Mengkonfirmasi kesesuaian program audit. atau mengidentifikasi setiap modifikasi yang diperlukan (mis. ruang lingkup, waktu atau tanggal audit, frekuensi survailen, kompetensi).
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9.1.8.8 Melaksanakan pertemuan penutupan

9.1.8.8.1 Isi pertemuan penutupan

Pertemuan penutupan resmi, kehadiran peserta direkam, dilakukan dengan manajemen klien, dan bila sesuai mereka yang bertanggung jawab untuk fungsi atau proses yang diaudit. Tujuan pertemuan penutupan yang umumnya dilaksanakan oleh ketua tim audit, adalah untuk menyampaikan kesimpulan audit termasuk rekomendasi terkait Akreditasi. Setiap ketidaksesuaian harus disampaikan dengan cara yang dapat dipahami dan kerangka waktu untuk menindaklanjutinya harus disetujui.
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9.1.8.8.2 Elemen pertemuan penutupan lain

Pertemuan penutupan juga mencakup elemen berikut, kecuali elemen yang telah dimengerti oleh klien:

a. Menyarankan klien bahwa bukti audit yang dikumpulkan berdasarkan contoh informasi; oleh karena itu terdapat elemen ketidakpastian.

b. Metode pelaporan, termasuk pengkategorian temuan audit.
c. Proses Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk menangani ketidaksesuaian termasuk setiap konsekuensi terkait status Akreditasi klien dan bila diperlukan penutupan ketidaksesuaian tersebut.
d. Kerangka waktu untuk klien untuk menyampaikan rencana tindakan koreksi dan korektif untuk setiap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit.
e. Kegiatan setelah audit Tim Akreditasi.
f. Informasi tentang proses penanganan keluhan dan banding.
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9.1.8.8.3 Kesempatan bagi klien
Klien harus diberikan kesempatan untuk bertanya. Setiap pendapat yang berbeda  terkait temuan audit atau kesimpulan antara tim audit dan klien harus didiskusikan dan diselesaikan bila memungkinkan.setiap pendapat yang berbeda yang tidak dapat diselesaikan harus direkam dan disampaikan kepada Tim Akreditasi.
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9.1.9 Laporan audit
9.1.9.1 Laporan audit

Tim audit memberikan laporan yang tertulis untuk setiap audit. Tim audit dapat mengidentifikasi peluang untuk perbaikan namun tidak dapat merekomendasikan penyelesaian tertentu. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memelihara kepemilikan laporan audit.
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9.1.9.2 Cakupan laporan audit

Ketua tim audit memastikan bahwa laporan audit dibuat dan bertanggung jawab atas isinya. Laporan audit memberikan rekaman audit yang lengkap , akurat, ringkas dan jelas dan harus mencakup atau mengacu hal berikut:

a. Identifikasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.

b. Nama dan alamat klien dan perwakilan manajemen klien.
c. Jenis audit (mis. Audit awal, survailen atau reAkreditasi).
d. Kriteria audit.

e. Sasaran audit.

f. Lingkup audit, khususnya identifikasi unit organisasi atau fungsi atau proses yang diaudit dan durasi audit.

g. Identfikasi ketua tim audit, anggota tim audit dan setiap orang yang menemani.

h. Tanggal dan tempat dimana kegiatan audit (lapangan atau kantor) dilaksanakan.

i. Bukti audit, temuan dan kesimpulan, konsisten dengan elemen audit yang dipersyaratkan.
j. Setiap isu yang tidak dapat diselesaikan, jika teridentifikasi.
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9.1.10 Analisis penyebab ketidaksesuaian
Pelanggan disyaratkan untuk menganalisis penyebab dan menjelaskan koreksi spesifik dan tindakan korektif yang dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan, untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terdeteksi dalam waktu yang ditentukan.
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9.1.11 Mengkaji rencana tindakan koreksi dan  korektif 
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengkaji koreksi dan tindakan korektif yang diajukan oleh pelanggan untuk menentukan keberterimaannya. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memastikan bahwa klien telah mengidentifikasi secara efektif penyebab seluruh ketidaksesuaian dan harus memverifikasi keefektifan setiap tindakan koreksi dan korektif yang diambil. Rincian bukti yang diperoleh untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian harus direkam. Bukti untuk tinjauan dan verifikasi penyelesaian ketidaksesuaian harus direkam dan klien harus diinformasikan penyelesaian ketidaksesuaian yang memuaskan.
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9.1.12 Audit tambahan 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberikan informasi jika ada audit lengkap tambahan, audit terbatas tambahan, atau bukti terdokumentasi (untuk dikonfirmasikan dalam audit Surveilan mendatang) untuk memverifikasi koreksi dan tindakan korektif yang efektif.
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9.1.13 Tindakan sebelum pengambilan keputusan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengkonfirmasikan sebelum membuat keputusan Akreditasi mengenai :

a. Informasi yang cukup, diberikan oleh tim audit berkaitan dengan persyaratan Akreditasi dan lingkup Akreditasi.

b. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum telah mengkaji, menerima dan memverifikasi efektivitas koreksi dan tindakan korektif untuk seluruh ketidaksesuaian yang mewakili :

1. Kegagalan untuk memenuhi satu atau lebih persyaratan standar sistem manajemen.

2. Situasi yang menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan sistem manajemen pelanggan untuk mencapai hasil/keluaran yang diinginkan.

c. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum telah mengkaji dan menerima koreksi dan tindakan korektif yang direncanakan pelanggan untuk seluruh ketidaksesuaian lainnya.
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9.2 Audit dan Akreditasi awal

9.2.1 Permohonan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mensyaratkan wakil yang berwenang dari organisasi pemohon untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menetapkan hal berikut :

a. Ruang lingkup Akreditasi yang diinginkan.

b. Fitur umum dari organisasi pemohon, mencakup nam dan alamat dari lokasi fisik, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan setiap kewajiban hukum lainnya yang sesuai.

c. Informasi sesuai bidang Akreditasi yang dimohon, berkenaan dengan organisasi pemohon seperti aktivitas, sumberdaya manusia dan teknis, fungsi dan jika ada, hubungan dengan organisasi yang lebih besar.

d. Informasi mengenai seluruh proses yang disubkontrakkan digunakan oleh organisasi dan akan mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan.

e. Standar atau persyaratan lain keperluan Akreditasi organisasi pemohon.

f. Informasi mengenai penggunaan konsultasi yang berkaitan dengan sistem manajemen.

9.2.2 Kajian Permohonan

9.2.2.1 Kajian terhadap permohonan dan informasi tambahan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum melaksanakan kajian terhadap permohonan dan informasi tambahan untuk Akreditasi sebelum melakukan audit guna menjamin bahwa :

a. Informasi mengenai organisasi pemohon dan sistem manajemennya telah cukup untuk dilaksanakan audit.

b. Persyaratan Akreditasi telah ditetapkan dan didokumentasikan dengan jelas, serta telah disediakan bagi organisasi pemohon.

c. Setiap perbedaan pemahaman antara Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dengan organisasi pemohon telah terselesaikan.
d. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Akreditasi.

e. Telah memperhitungkan lingkup Akreditasi, lokasi operasi dari organisasi pemohon, waktu yang diperlukan untuk audit secara lengkap dan setiap kegiatan lainnya yang mempengaruhi kegiatan Akreditasi telah diperhitungkan (bahasa, kondisi keamanan, ancaman ketidakberpihakkan, dll)
f. Rekaman jastifikasi keputusan untuk melakukan audit dipelihara.
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9.2.2.2 Tinjauan permohonan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menerima atau menolak permohonan Akreditasi. Ketika Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menolak permohonan Akreditasi sebagai hasil tinjauan permohonan, alasan untuk penolakan permohonan harus didokumentasikan dan jelas untuk klien. 
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9.2.2.3 Penetapan kompetensi tim audit dan keputusan Akreditasi 
Berdasarkan kajian ini, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk dicakup dalam tim audit dan keputusan Akreditasi.
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9.2.2.4 Seleksi tim audit 

Tim audit ditunjuk dan terdiri atas Assessor (dan tenaga ahli teknis bila diperlukan), yang diantara mereka memiliki kompetensi secara menyeluruh yang telah diidentifikasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk Akreditasi organisasi pemohon.

Seleksi tim dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi Assessor dan tenaga ahli teknis, dapat mencakup sumber daya manusia internal maupun eksternal.
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9.2.3 Audit Akreditasi awal

Audit Akreditasi awal sistem manajemen dilakasanakan dalam dua tahap, yaitu audit tahap 1 dan audit tahap 2.

9.2.3.1 Audit tahap 1

9.2.3.1.1. Tujuan audit tahap 1
Audit tahap 1 dilaksanakan untuk :

a. Mengaudit dokumentasi sistem manajemen pelanggan.

b. Evaluasi lokasi dan kondisi lapangan pelanggan yang spesifik dan melakukan diskusi dengan personel pelanggan untuk menentukan kesiapan audit tahap 2.

c. Mengkaji status dan pemahaman pelanggan berkenaan dengan persyaratan standar, terutama yang berkaitan dengan identifikasi kinerja utama atau aspek yang signifikan, proses, sasaran, dan operasi sistem manajemen.
d. Mengumpulkan informasi penting berkenaan dengan lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi pelanggan, dan aspek peraturan perundang-undangan dan pemenuhannya. ( contoh : aspek hukum, lingkungan dan mutu dari operasi pelanggan, keterkaitan resiko, dsb)

e. Mengkaji alokasi sumber daya untuk audit tahap 2 dan persetujuan pelanggan mengenai rincian audit tahap 2.

f. Memfokuskan perencanaan audit tahap 2 dengan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang sistem manajemen pelanggan dan operasional di lapangan dalam konteks aspek signifikan yang mungkin.

g. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan internal audit dan tinjauan manajemen, dan level implementasi dari substansi sistem manajemen menunjukkan bahwa pelanggan siap untuk audit tahap 2.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum melaksanakan Audit tahap 1 di tempat pelanggan maupun di kantor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum berdasarkan dari persyaratan standar.
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9.2.3.1.2. Temuan audit tahap 1

Temuan audit tahap 1 didokumentasikan dan diinformasikan kepada pelanggan, termasuk identifikasi area yang menjadi perhatian yang dapat diklasifikasikan sebagai ketidaksesuaian selama audit tahap 2.
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9.2.3.1.3. Interval antara audit tahap 1 dan audit tahap 2

Dalam menentukan interval antara audit tahap 1 dan audit tahap 2, pertimbangan diberikan untuk kebutuhan pelanggan guna menyelesaikan area yang menjadi perhatian yang teridentifikasi selama audit tahap 1. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum juga merevisi  pengaturan yang diperlukan untuk audit tahap 2.
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9.2.3.2 Audit tahap 2
Tujuan dari audit tahap 2 adalah untuk mengevaluasi implementasi, termasuk efektivitas sistem manajemen pelanggan. Audit tahap 2 wajib dilaksanakan di lokasi pelanggan. Audit tahap 2 yang dilakukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum minimal mencakup beberapa hal berikut :
a. Informasi dan bukti ketidaksesuaian untuk seluruh persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya.

b. Pemantauan, pengukuran, pelaporan dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja yang utama (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku.)

c. Sistem manajemen dan unjuk kerja pelanggan terkait pemenuhan legal.

d. Pengendalian operasional proses-proses pelanggan.

e. Internal audit dan tinjauan manajemen.

f. Tanggung jawab manajemen terhadap kebijakan pelanggan.

g. Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasional, prosedur, data kinerja dan temuan internal audit dan kesimpulan.
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9.2.4 Kesimpulan Audit untuk Akreditasi awal

Tim audit menganalisis seluruh informasi dan bukti audit yang diperoleh selama audit tahap 1 dan tahap 2 untuk mengkaji temuan-temuan audit dan menyetujui kesimpulan audit.
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9.2.5 Informasi untuk pemberian Akreditasi awal

9.2.5.1 Informasi hasil audit

Informasi yang disediakan oleh tim audit untuk keputusan Akreditasi mencakup, minimal :

a. Laporan audit.

b. Keterangan pada ketidaksesuaian, dan jika tersedia, koreksi dan tindakan korektif yang dilakukan oleh pelanggan.

c. Konfirmasi tentang informasi yang disediakan untuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum yang digunakan dalam pengkajian permohonan.

d. Rekomendasi diberikan atau tidak diberikannya Akreditasi, serta setiap kondisi atau observasi.
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9.2.5.2 Keputusan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum membuat keputusan Akreditasi berdasarkan pada evaluasi temuan audit dan kesimpulan audit serta informasi sesuai lainnya.
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9.3 Kegiatan Surveilan
9.3.1 Umum

9.3.1.1 Pengembangan kegiatan Surveilan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengembangkan kegiatan Surveilan yang dapat memantau dan mengukur keterwakilan area dan fungsi yang dicakup dalam lingkup sistem manajemen serta perubahan yang ada pada pelanggan dan sistem manajemennya.
TAPM-TC-SOP-01  

SOP Audit Akreditasi
9.3.1.2 Cakupan kegiatan Surveilan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum melaksanakan kegiatan Surveilan yang mencakup audit lapangan dengan mengaudit pemenuhan persyaratan spesifik sistem manajemen pelanggan terAkreditasi, berkaitan dengan standar yang Akreditasinya diberikan.

Cakupan  kegiatan Surveilan lainnya, antara lain :

a. Pertanyaan dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum kepada pelanggan terAkreditasi terhadap aspek-aspek Akreditasi.
b. Pengkajian setiap pernyataan pelanggan berkenaan dengan operasionalnya.

c. Permintaan kepada pelanggan untuk menyediakan dokumen dan rekaman.

d. Hal lainnya terkait pemantauan kinerja pelanggan terAkreditasi.
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9.3.2 Audit Surveilan
9.3.2.1 Pengertian dan program audit Surveilan
Audit Surveilan adalah audit lapangan yang dilakukan tidak secara menyeluruh dan harus direncanakan bersama dengan kegiatan Surveilan lainnya. Tujuan dilakukan audit Surveilan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum adalah memelihara kepercayaan bahwa sistem manajemen yang diAkreditasi tetap memenuhi persyaratan diantara audit Akreditasi ulang.

Program audit Surveilan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mencakup sebagai berikut :

a. Internal audit dan tinjauan manajemen.

b. Tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi 
c. Penanganan keluhan.

d. Efektivitas sistem manajemen untuk pencapaian sasaran.

e. Kemajuan dari aktivitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan.

f. Keberlanjutan pengendalian operasional.

g. Tinjauan setiap perubahan.

h. Penggunaan logo dan/atau referensi Akreditasi lainnya.
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9.3.2.2 Durasi waktu audit

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum melaksanakan audit Surveilan satu kali atau dua kali dalam setahun. Jika ada perubahan dalam pelaksanaan audit Surveilan maka pihak organisasi pelanggan wajib memberikan pernyataan tertulis.
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9.3.3 Pemeliharaan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memelihara Akreditasi didasarkan atas peragaan bahwa pelanggan tetap konsisten terhadap persyaratan standar sistem manajemen. Pemeliharaan Akreditasi pelanggan  dapat didasarkan pada kesimpulan positif oleh ketua tim audit tanpa dilakukan kajian independen lebih lanjut, dengan ketentuan bahwa :

a. Untuk setiap ketidaksesuaian atau situasi lain yang dapat menyebabkan pembekuan atau pencabutan Akreditasi, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memilliki sistem yang mensyaratkan ketua tim audit untuk melaporkan kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum keperluan melakukan suatu tinjauan oleh personel yang kompeten, yang berbeda dengan dengan personel yang melaksanakan audit, untuk menentukan apakah Akreditasi dapat dipelihara.
b. Personel kompeten dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memantau kegiatan Surveilan, termasuk pemantauan pelaporan yang dilakukan Assessor, untuk mengkonfirmasikan kegiatan Akreditasi dioperasikan secara efektif.
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9.4 Akreditasi Ulang

9.4.1 Perencanaan audit Akreditasi Ulang

9.4.1.1 Pengertian dan Tujuan audit Akreditasi Ulang

Audit Akreditasi ulang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap persyaratan  standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya.

Tujuan audit Akreditasi ulang untuk mengkonfirmasi keberlanjutan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen secara keseluruhan, serta relevansi dan kemampuan organisasi terhadap lingkup Akreditasi.
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9.4.1.2 Pertimbangan Audit Akreditasi Ulang

Audit Akreditasi ulang mempertimbangkan kinerja sistem manajemen selama periode Akreditasi dan mencakup tinjauan atas laporan Surveilan sebelumnya.
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9.4.1.3 Audit Tahap 1 Akreditasi Ulang
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan mengadakan audit tahap 1 pada saat audit Akreditasi ulang bila terdapat perubahan signifikan pada sistem manajemen, pelanggan, atau konteks sistem manajemen yang sedang dioperasikan (contoh : perubahan peraturan perundang-undangan).
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9.4.1.4 Multilokasi Akreditasi Ulang

Perencanaan audit menjamin kecukupan cakupan audit lapangan untuk memberi keyakinan dalam Akreditasi, untuk Akreditasi ulang multilokasi atau Akreditasi ulang multi standar sistem manajemen.
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9.4.2 Audit Akreditasi ulang

9.4.2.1 Tujuan Audit Lapangan Pada Audit Akreditasi Ulang

Audit Akreditasi Ulang mencakup audit lapangan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Efektifitas sistem manajemen secara menyeluruh terkait dengan perubahan internal dan eksternal serta kesinambungan relevansi dan penerapannya terhadap lingkup Akreditasi.
b. Menunjukkan komitmen untuk memelihara efektivitas dan peningkatan sistem manajemen untuk mencapai kinerja secara keseluruhan.
c. Pengoperasian sistem manajemen yang diAkreditasi berkontribusi atau tidak terhadap pencapaian kebijakan dan sasaran organisasi.
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9.4.2.2 Ketidaksesuaian Pada Akreditasi Ulang

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan memberikan batas waktu untuk koreksi dan tindakan korektif untuk diimplementasikan sebelum habisnya masa berlaku sertifikat, jika teridentifikasi ketidaksesuaian atau kurangnya bukti kesesuaian.
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9.4.3 Informasi Untuk Pemberian Akreditasi ulang
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum membuat keputusan untuk pembaharuan Akreditasi berdasarkan pada hasil audit Akreditasi ulang, begitupun dengan hasil tinjauan sistem selama periode Akreditasi dan keluhan yang diterima dari penggunan Akreditasi.
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9.5 Audit Khusus

9.5.1 Perluasan Ruang Lingkup

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan mengkaji setiap permohonan perluasan ruang lingkup oleh organisasi pelanggan dan melaksanakan kegiatan audit untuk memutuskan pemberian ruang lingkup. Audit khusus dapat dilakukan bersamaan dengan audit Surveilan atau sesuai permintaan dari klien.
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9.5.2 Audit Tidak Terjadwal (short notice) atau sewaktu-waktu
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum melakukan Audit tidak terjadwal terhadap pelanggan yang diAkreditasinya untuk menginvestigasi keluhan (point 9.8), atau berkaitan dengan perubahan-perubahan (point 8.6.3), atau sebagai tindak lanjut dari pelanggan yang dibekukan (point 9.6). 
Beberapa hal yang harus dilakukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dalam kasus audit tidak terjadwal :
a. Menjelaskan dan memberitahu terlebih dahulu kepada pelanggan yang diAkreditasinya mengenai persyaratan kunjungan tiba-tiba yang dilakukan.

b. Memberi perhatian lebih dalam penugasan tim audit karena kurangnya peluang bagi pelanggan untuk berfokus pada anggota tim audit.
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9.6 Pembekuan, pencabutan, atau pengurangan ruang lingkup Akreditasi
9.6.1 Prosedur Terdokumentasi

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan, pencabutan, atau pengurangan ruang lingkup Akreditasi, dan terdapat spesifikasi tindakan-tindakan penting yang dilakukan.
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9.6.2 Penyebab Pembekuan Akreditasi
Beberapa contoh kasus yang menyebabkan pembekuan Akreditasi :

a. Sistem manajemen yang diAkreditasi gagal secara total dan serius dalam memenuhi persyaratan Akreditasi, termasuk persyaratan efektivitas sistem manajemen.
b. Pelanggan yang diAkreditasi tidak memperbolehkan audit Surveilan atau Akreditasi ulang dilaksanakan pada frekuensi yang dipersyaratkan.

c. Pelanggan yang diAkreditasi telah meminta pembekuan secara sukarela.
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9.6.3 Kondisi saat pembekuan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki perjanjian yang mengikat dengan pelanggan untuk menjamin bahwa dalam kasus pembekuan, pelanggan dilarang menggunakan Akreditasi sistem manajemen untuk keperluan promosi lebih lanjut. Status pembekuan Akreditasi disediakan diakses publik.
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9.6.4 Jangka waktu pembekuan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberikan jangka waktu pembekuan Akreditasi selama 1 bulan, jika lebih dari 1 bulan dari masa pembekuan maka Akreditasi sistem manajemen organisasi pelanggan akan dicabut atau dikurangi ruang lingkup Akreditasinya.
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9.6.5 Pengurangan ruang Lingkup Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan mengurangi ruang lingkup Akreditasi pelanggan untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan, bila pelanggan gagal secara total memenuhi persyaratan Akreditasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup Akreditasi tersebut. Setiap pengurangan harus selaras dengan persyaratan standar yang digunakan untuk Akreditasi.
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9.6.6 Perjanjian Pencabutan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki perjanjian mengikat dengan pelanggan yang diAkreditasinya berkaitan dengan persyaratan pencabutan yang menjamin selama pencabutan Akreditasi, pelanggan tidak melanjutkan penggunaan setifikasi pada materi periklanan  yang memuat referensi status Akreditasinya.
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9.6.7 Pernyataan Status Akreditasi Atas Permintaan Pihak Tertentu

Berdasarkan permintaan pihak tertentu, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum aka menyatakan dengan benar status Akreditasi sistem manajemen pelanggan yang dibekukan, dicabut, atau dikurangi dengan tetap menjunjung prinsip kerahasiaan pelanggan.

Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
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9.7 Keluhan

9.7.1 Akses Publik Proses Penanganan Keluhan 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menyediakan penjelasan proses penanganan keluhan di akses publik.
Website Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
9.7.2 Keterkaitan Keluhan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan mengkonfirmasikan keterkaitan keluhan, bila terkait dengan kegiatan Akreditasi maka harus diselesaikan karena menjadi tanggung jawab dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Jika keluhan terkait dengan sistem manajemen pelanggan yang diAkreditasi, maka pemeriksaan keluhan harus mempertimbangkan efektivitas sistem manajemen yang diAkreditasi.
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9.7.3 Penanganan Keluhan 
Penanganan keluhan tentang pelanggan yang diAkreditasi diteruskan kepada pelanggan yang diAkreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum pada waktu yang tepat.
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9.7.4 Proses Terdokumentasi Penanganan Keluhan 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki proses terdokumentasi untuk memnerima, mengevaluasi dan membuat keputusan terhadap keluhan dan mempersyaratkan kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan dan isi dari keluhan.

TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.7.5 Elemen dan Metoda Penanganan Keluhan

Proses penanganan keluhan mencakup elemen dan metoda sebagai berikut :

a. Garis besar proses untuk penerimaan, validasi dan investigasi keluhan dan untuk memutuskan tindakan yang akan diambil untuk merespon keluhan.

b. Memindai dan merekam keluhan, termasuk tindakan yang diambil untuk penyelesaian.

c. Menjamin bahwa koreksi dan tindakan korektif yang sesuai telah dilakukan.

TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.7.6 Tanggung Jawab Penanganan Keluhan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memverifikasi seluruh informasi penting untuk memvalidasi keluhan.
TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.7.7 Informasi terhadap Permohonan Keluhan 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memberitahu diterimanya permohonan keluhan dan memberikan laporan kemajuan serta hasilnya kepada pemohon keluhan.

TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.7.8 Keputusan Penanganan Keluhan

Keputusan untuk dikomunikasikan kepada pemohon banding dibuat oleh atau dikaji dan disetujui oleh satu atau lebih individu yang tidak terlibat dengan keluhan sebelumnya.
TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.7.9 Akhir proses Penanganan Keluhan

Apabila dimungkinkan, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan memberi pernyataan resmi pada akhir proses penanganan keluhan kepada pihak yang mengajukan keluhan.
TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.7.10 Publikasi Permasalahan Keluhan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum akan menentukan bersama dengan pelanggan dan pihak yang mengajukan keluhan mengenai publikasi cakupan permasalahan keluhan dan penyelesaiannya.

TAPM-QA-SOP-02
SOP Penanganan Keluhan 
9.8 Rekaman Pemohon dan Pelanggan

9.8.1 Pemeliharaan Rekaman Audit dan Kegiatan Akreditasi
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memelihara rekaman audit dan kegiatan Akreditasi untuk seluruh pelanggan termasuk seluruh organisasi yang mengajukan permohonan dan seluruh organisasi yang diaudit, diAkreditasi atau yang Akreditasinya dibekukan atau dicabut.
TAPM-QA-SOP-04
SOP Administrasi QA
9.8.2 Rekaman Pelanggan
Beberapa hal yang tercakup dalam rekaman pelanggan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum :

a. Informasi permohonan dan laporan audit awal, Surveilan dan Akreditasi ulang.

b. Perjanjian Akreditasi.

c. Justifikasi metodologi yang digunakan untuk pengambilan contoh.

d. Justifikasi untuk penentuan waktu Assessor.

e. Verifikasi koreksi dan tindakan korektif
f. Rekaman keluhan dan banding, tindakan koreksi dan korektif.

g. Pertimbangan dan keputusan komite

h. Dokumentasi keputusan Akreditasi. 
i. Dokumen Akreditasi, termasuk ruang lingkup Akreditasi berkenaan dengan produk, proses atau jasa bila ada.

j. Rekaman terkait penting untuk menetapkan kredibilitas Akreditasi seperti bukti kompetensi Assessor dan tenaga ahli.

TAPM-TC-SOP-01 
SOP Audit Akreditasi
TAPM-QA-SOP-04
SOP Administrasi QA
9.8.3 Kerahasiaan Rekaman Pelanggan 
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menyimpan rekaman pemohon dan pelanggan untuk menjamin bahwa informasi disimpan secara rahasia. Rekaman ditransfer dengan cara yang menjamin bahwa kerahasiaan terpelihara.
TAPM-QA-SOP-04
SOP Administrasi QA
9.8.4 Prosedur Terdokumentasi Masa Retensi Rekaman

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memiliki kebijakan dan prosedur terdokumentasi tentang masa retensi rekaman. Rekaman disimpan untuk jangka waktu siklus terakhir ditambah satu siklus Akreditasi lengkap.

TAPM-QA-SOP-04
SOP Administrasi QA
PM-MR-02
Prosedur Pengendalian Rekaman
10. Pilihan 2 : Persyaratan Sistem Manajemen umum Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
10.1 Pilihan

Untuk mencapai persyaratan standar ini secara konsisten, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menerapkan sistem manajemen berdasarkan :

a. Persyaratan sistem manajemen umum.

10.2  Persyaratan Sistem Manajemen Umum

10.2.1 Umum
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian persyaratan standar secara konsisten.

Manajemen puncak Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran untuk kegiatannya. Manajemen puncak menyediakan bukti komitmen untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen berdasarkan persyaratan standar ini. 

Manajemen puncak menjamin bahwa kebijakannya dimengerti, diterapkam dan dipelihara pada seluruh tingkatan organisasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.

Manajemen puncak Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menunjuk satu anggota manajemen yang diluar tanggung jawab lainnya harus memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang mencakup :

1. Menjamin bahwa proses dan prosedur yang diperlukan untuk sistem manajemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

2. Melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja sistem manajemen dan kebutuhan untuk perbaikannya.

10.2.2 Visi, Misi, dan Kebijakan 

Visi
Terwujudnya  Badan Peradilan Indonesia yang Agung melalui Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Misi

1. Melaksanakan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berstandar Nasional dan Internasional.

2. Meningkatkan Kompetensi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Negeri.

3. Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem Akreditasi Penjaminan Mutu badan Peradilan Umum.

Kebijakan

Melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan standar Nasional dan Internasional untuk tercapainya Performa Pengadilan Indonesia yang  Prima (Indonesian Court Performance Excellence, ICPE) .

Sasaran Mutu

	No
	Divisi
	Sasaran Mutu

	1. 
	Ketua TAPM
	· Memastikan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan dengan baik dan benar

	2. 
	Komite Keputusan
	· Memastikan keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu dapat dipertanggungjawabkan dan objektif

	3. 
	QMR
	· Menerapkan segala aturan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu secara ketat. 

· Melaksanakan audit internal minimal 2 kali dalam setahun.

· Melakukan pengembangan skema Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan strategi organisasi.

· Menetapkan nilai indeks 3,25 untuk kepuasan pelayanan Akreditasi dan cepat tanggap terhadap keluhan serta memastikan pengendalian dokumen berjalan baik.

	4. 
	Tim Technical
	· Meningkatkan kompetensi Asisten dan Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu dengan mengadakan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

· Menyediakan Tim Asisten dan Asesor sesuai dengan kompetensinya.

· Menyelesaikan pekerjaan audit Akreditasi Penjaminan Mutu, Evaluasi dan Monitoring Teknikal tepat waktu.

	5. 
	Tim Operation
	· Memastikan jadwal audit Akreditasi Penjaminan Mutu tepat waktu.

· Melakukan korespondensi jadwal audit dan pencetakan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

· Menyediakan kebutuhan operasional bagi Asisten dan Asesor dalam kegiatan audit Akreditasi Penjaminan Mutu


Motto

Berpacu Meningkatkan Mutu.

Yell-yell

TAPM Badilum Maju, TAPM Badilum Sukses, TAPM Badilum Bermutu. ICPE oke!

Program Kerja TAPM 2016
1. Pelatihan Asistensi dan Asesor terhadap 30 (tiga puluh) Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, melalui:

a. Asistensi terhadap 2 (dua) orang hakim Tinggi dari setiap Pengadilan Tinggi

b. Asistensi terhadap 30 (tiga puluh) Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi.

2. Akreditasi terhadap 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri percontohan di seluruh Indonesia.

3. Score Akreditasi A untuk 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri percontohan.

10.2.3 Manual Sistem Manajemen Umum
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menjamin bahwa manual dan dokumen terkait dapat diakses oleh seluruh personel yang terkait.
10.2.4 Pengendalian Dokumen 
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang behubungan dengan pemenuhan standar ini. Prosedur menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk :
a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan

b. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui ulang dokumen.

c. Menjamin bahwa setiap perubahan dan status revisi terakhir dokumen teridentifikasi.

d. Menjamin bahwa versi dokumen yang berlaku dan relevan tersedia di tempat penggunaan.

e. Menjamin bahwa dokumen selalu dapat dibaca dan dikenali.

f. Menjamin bahwa dokumen eksternal teridentifikasi dan distribusinya terkendali.

g. Mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa yang tidak disengaja dan memberi identifikasi yang sesuai untuk dokumen tersebut jika dokumen itu disimpan untuk maksud tertentu.
PM-MR-01
Prosedur Pengendalian Dokumen
10.2.5 Pengendalian Rekaman
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur untuk menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk pengidentifikasian, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu retensi dan pemusnahan rekaman berkaitan dengan pemenuhan standar ini.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur untuk penyimpanan rekaman dalam periode waktu tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak dan legal. Akses terhadap rekaman bersifat konsisten dengan pengaturan kerahasiaan.
PM-MR-02
Prosedur Pengendalian Rekaman
10.2.6 Kaji Ulang Manajemen

10.2.6.1 Umum

Manajemen Puncak Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur untuk kajian sistem manajemen pada interval waktu yang terencana untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan standar ini. Kaji ulang manajemen dilaksanakan dua kali dalam setahun.

PM-MR-05

Prosedur Tinjauan Manajemen

10.2.6.2 Masukkan Kaji Ulang Manajemen

Masukkan kaji ulang manajemen mencakup informasi yang terkait dengan :

a. Hasil audit internal dan eksternal.

b. Umpan balik dari pelanggan dan pihak terkait dengan pemenuhan standar ini.

c. Umpan balik dari komite ketidakberpihakkan.

d. Status dari tindakan korektif dan tindakan pencegahan.
e. Tindak lanjut kaji manajemen sebelumnya.

f. Pencapaian sasaran.

g. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen.

h. Banding dan keluhan.

PM-MR-05

Prosedur Tinjauan Manajemen

10.2.6.3 Keluaran Kaji Ulang Manajemen 
Keluaran dari kaji ulang manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang terkait dengan :
a. Peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses.

b. Peningkatan Akreditasi terkait dengan pemenuhan standar ini.

c. Kebutuhan sumber daya.

PM-MR-05

Prosedur Tinjauan Manajemen
10.2.7 Audit Internal

10.2.7.1 Prosedur Internal Audit

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur audit internal untuk memverifikasi bahwa Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memenuhi persyaratan standar ini dan bahwa sistem manajemen diterapkan dan dipelihara secara efektif.

PM-MR-03
Prosedur Internal Audit

10.2.7.2 Perencanaan Program Audit

Perencanaan program audit mempertimbangkan pentingnya proses dan area yang akan diaudit serta hasil audit sebelumnya.

PM-MR-03
Prosedur Internal Audit
10.2.7.3 Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk menstabilkan implementasi sistem manajemen berdasarkan standar ini.

PM-MR-03
Prosedur Internal Audit
10.2.7.4 Proses Audit Internal

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum memastikan bahwa :

a. Audit internal telah dilaksanakan oleh personel yang memiliki pengetahuan Akreditasi, audit dan persyaratan standar ini.

b. Assessor tidak mengaudit pekerjaannya sendiri.

c. Personel yang bertanggung jawab pada area yang diaudit diinformasikan hasil dari audit.

d. Setiap tindakan hasil audit internal dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang sesuai.

e. Setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.

PM-MR-03

Prosedur Internal Audit
10.2.8 Tindakan Korektif

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola ketidaksesuaian dalam operasi. Bila diperlukan, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dalam rangka mencegah kejadian yang berulang.

Tindakan perbaikan sesuai dengan dampak masalah yang dihadapi. Prosedur menjelaskan persyaratan untuk :

a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian. (mis. Keluhan dan audit internal)

b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian.

c. Memperbaiki ketidaksesuaian.

d. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menjamin bahwa ketidaksesuaian tidak terjadi kembali.
e. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan.

f. Merekam hasil dari tindakan yag telah dilakukan.

g. Mengkaji efektivitas tindakan korektif.

PM-MR-04

Prosedur ketidaksesuaian,koreksi dan pencegahan
10.2.9 Tindakan Pencegahan

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum menetapkan prosedur tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial. Tindakan pencegahan yang diambil harus sesuai dengan dampak yang mungkin terjadi dari masalah potensial. Prosedur tindakan pencegahan menjelaskan persyaratan untuk :

a. Identifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya.

b. Mengevaluasi kebutuhan untuk mencegah terajadinya ketidaksesuaian.

c. Menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan.

d. Merekam hasil tindakan yang dilakukan.

e. Mengkaji efektivitas dari tindakan pencegahan yang dilakukan.

PM-MR-04

Prosedur ketidaksesuaian,koreksi dan pencegahan
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